' BAB:.I
PENDAHULUAN
A. Penegogan Judul.

Untuk menghindari koesalah fohoman memahemi Jjudul
ini, di bawah ini dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

~ Tinjauan : Berarti pandangan atau pendapat ( scsu-
dah meninjeu, mempclejori a11).1

Hukum Tslem : Wal upun berbahasa Arab nemun telah
dijadikan bahasa Indunesia sebagel texJemah davi Figih .
Islam atou Syari'at Islam ya g bersusiber kepada Ml Qur'an

den As Sunnah dan Ijma' pora Shahabat den Tobi'in.@

Figih : Yong dimaksud adalah pengctahuon tentang
hakum=-hukun syars' mcngenai perbuatan monusia yﬂn” dion-
bil dari dalil-dalil secara detail.”

Sumber Huicum (F1q1n) islom adalsh AL (ur'on dan
As Sunnnh. Den ditetapkan pula berdasarizan Ijma' don Ra'-
yu = Tjtihed ( AL Cilyse den 41 lotidlel )0

Poncabutan hak Millk ntas tonsh @ Pengroablleon  to-
nah kevunyaan suatu nihak oleh Negnra secara peks: yang
mengeklbatksn hak atas tenah menjodi hapus tonpa yang ber
snngkutnn mel skukan kesalahan/pelanggaran etau lalal me~

3 - ’ Ba-

Lygs Purwadarminta;. MEUE .
lai Pusteka , Jakarta,. Cet. V, 19/0 hal. 10/8 X

2Hasbi Ash Shiddiqy, Filgafat sukum Islam,sulsn Bin-
tong, Jakartez, Cet. I, 1975, hal. 4k .

3.l‘bdul Wahab Khollaf, llmu_ﬂunylilngighL,Darul Dalomi
Kuwait, Cet. XI, 1977, hal. 11 .

4Ha5b1 Ash Shiddieqy, Pen gggtgv Huium Tnlzm,I, DBulsn
Bintang, Jakarta,; Cet. VI, 1980, hal. 36.



lakukan kewajiban hukum.5 .

Tonah menurut pasal 1 Penjelasan Unum Undang-undang

Pokok Agraria, Yang dimaksud adalah permukaan bumi.6

Adapun macom-macam hak atas permukasn bump yong di
sebut tangh yang dapat diberiksn dan dipunyai oleh orang-
orang balk individu maupun kelompok diantaranya adslsh hak
mllik, hsk guna usaha, hak guna bangunan , disamping hak
hak yang lain.7 ‘ ' o

Hek-hok atas tanah itu hanyavmemberikan' wewenang
manfaat atas permukaan bumi saja , tideak tormasuk‘kekayaan
alem yang terkandung di dalamnya .f pasal 8 Penjelasan u-
mum Undang-Undang Pokok Agraria), :

Sedangk an pengahbilan kekayaan_yangvterdapat’ pada
tubuh bumi diatur dalem peraturen torsondiri, iisalnys Un-
deng ~ Undang Pertambangan ( Undang-undang No 44 Tahun 1960
tentang pertambangan minyals dan gags buml), Dalam passl 2
disebutkan bahwa segala batu pualam, minyak den gas bumi
yang ada dalem wilayah hukun pertembangan Indonesia meru-
pokan kekayaan Nasional —yang dikuasal oleh Negara,®

Benda berarti : Barang, harta, barang yang berharge
atau segsla sesuatu yang berwujud,9 Seperti bangunen,pohon
dan lain sebagéinya . -

5Abdurrahman,

%M@Wu&mwlmni, Bandung,1983,hal
6Uggpgg-ggggng Pokok Agt@n;a, Aneka Ilmu, Semarang, hal

“Ibid, hal. 15. )

8A-P. Parlindungen, MMM
1980, hal.2y, |

Agroria, Alumni, Bendung, . ’
WIS Purvedarminta, Ope cit, hel. 117.



Di Indonesia : Yang dimsksud adalsh monurut aturan
aturan mengenal pencabutan hsk milik atas tenah dan ben-
da-bendn yang ada di atasnya dalem hukum positif Indone-
sla . ‘

Jadi yang dimaksudkan dalem judul ini adalsh tin-
Jauan, pondangan atau pendapat hukum Iglam sesudah men-—
polajari lebih dehulu tentang pencobuton hek milik  atas
tonah dan benda-benda yang ada di atanJﬂ yang  diatur
dalom hukum positif Indonesia . -

Pembahasan ini mengemukokan aturan-aturan tentang
pencobuten hale menurut hukum poeitif Indohosia, kemudién
hultum Islam neninjounyva gecara terperlinci tentan; maso-
1ah tersobut .

B. Alasgn Pemilihan Judul

- Judul tersebut sangat penting den senzoat  menaril
untulk  dibahas, karena :

1. Bangsa Indonesia masih banyak yong belum mengerti dan
memah:nl tentang aturan-aturon pencabuten hok milik
atas tenah yang berleku di Negaranya sendiri - maupun
menurut aturan=aturan hukum Islam khususnya bagi peme-
luk agama Islam . |

2. Masalph pencabutan hak milik atas tenah ini adalsh me-

. rupgkan masalah bangsa; negara dan masyarakst, olch

karena 1tu porlu dimengerti don difahami benar~ benar
agar tercapal kebenaran dan keadilon. ,



C. Tuluan Pembnohpgan

Adapun tujuan yang hendak diclpai dalam  membahas
magelah inl adalah sebagal berikut :

‘e Ingin nmengetahuil sanpat seberapa jouh wewenang Kepala
‘Nogara untuk mengadaken'pencabutan hak milik =ztas tanah
yang diporbolehken Siapakah‘yahg bervewenang mengada-
ken pencabutan hak ., Dan apakah Jominan yang harus di-
berikan kepada pemilik tench

2. Ingin mengetahui bagsimena ketentusn hukum Islam menge-
nal . penczbutan hek milik atas tanah terscbut .

D. Methodoloml Pembahagen .
1. Poermasal ahen

Dalon cuasana pembangunan scbagaimana di Nopera’
kita sekarang ini kebutuhan akan tanah semakin ~meningkat
balk di desa maupun di kota banynk soxall momcrlukan ta-
nah .

Sementara itu ada sebagisn keglaten kepeontingan
yeng saling bertentangan -, di satu pihek pembangunan Nega-
ra sangat membutuhkan tanah, di pihak lain sebagal rakyat
Indonesia mnemerlukezn tanah untuk pemukiman‘ dan pencaha-
rian .

Tenah stwatusnya berbeda~beda :
8. Tanah Negara di bawah Departemen Dalam Negri .

b. Tanah yang berada di bawéh perorangan atau disebut ter-
depat holt seseoreng ateu baden hukum , termasuk  tanah
adat .
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Menurut Undang-Undang pokok Agraria pasal 2, monyo-
butkan bahwa :

1. Atas dasar kotentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD.L5 bah-
wa buml, ailr dan ruang angkasa termasuk kekayaun alam
yang terkandung di dglumnyd pada tingkat tortingel di-
kuasal olch Negara, sebagai organisasi soluruh raicyat.

2. Hak mrnguasal Negara tercantim dalam ayat 1 pasal ini
memberl wewenang untuk. :

a. dMengatur dan monyelonggarakan peruntukan ponggundan
persediaan, dan poemeliharaan bumi, air dan ruang
ar.gkasa tersobut.

b. #Menentukan dan nnngatur hubungun hukum antara orang
orung dongan bumi, air dan ruuang angkaéa.

c. Henentukan dan mengatur hubunean hukum antara orang

orang dan perbuatan bukum mongenald. bumi, air  dan
S (] ]

ruang cigkasa.

3. Wewenung yeng Lersumber dari hak menguasai llegara di-
scbutkan dalsm pzeal 1 ayat 2, digunakdu untuk kemak-
muran rakyat dalam arti kebahugiaan,kosojdhteruan dan
kemerdekaan dalam.masyardkat dan Negara hukum Indone
siz yang merdeka bordaﬁlat adil dan ma lemur -0

Menurut pasal ini wechangﬂmasuiah agraria adalah:

Pemerintah pusat. Akan totapi monurut ayat 4 Negara moe-

limpahkan ham monzuasai itu kepada :

OA P Parlindungan, Komeontar atas Undang-Undang Po-
kok sgraric, Alusmni, Bandung, 1930, hal. 9.

1




a. Daerah Otonom. Umpamanya daerah Kotamadya.
b. Kepala pelabuhan-pelabuhan (penguasa pelabuhan) .
c. Kepala Instansi Pemerintah.

d. Masyarakat hukum adat dan lain-lain, déngan satu Per-

aturan Pomorintah.ll

Hak-hak ménguasai ihi diberikan kepada anggota ma-
syarakat untuk dapat momanfaatkan tqhah atau.mondapatkan
bukti-bukti hak-hak atas tanah berupa sertivikat hak
atas tanah.

Dalam kaitannya dengan pencabutan hak milik atos
tanah, pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria bahwa : Untuk kepentingan umum termasuk kepen-
tingan Negara dan Bangsa dan kepentingan bersama dari
rakyat, hak-hak atas tanah daﬁat dicabut dengzan meng -
gantl kerugian dan menurut cara yang diatur dalam Undang
Undang.12 |

Pencabutan hak milik mérupakan card'jung terchir
setelah berbagai Jalan melalui musyawarah menemui jalan
buntu dan tidak menemui cara éebagaimana yang diharapkan,
sedang keperluan akan tanah sangat mondesak;15

Dalam Islam'tanah dan segala isinya atau segala
apa yang di dalam dan di atas bumi pada hakekatnya ada-
loh milik Allah. Lalu Allah meomberikan  kepada manusia

1p1d, hal. 12

18Undang-Undang,Pokok Aﬁraria, Aneka Ilmu,Semarang,
hal. 17.
1).I\bdurr'r,lhm:.n'z, Op.cit, hal. 37.




. ?
supaya mengelolanya dan mengambil manfaatnya dari tanah
- tersebut.

Firman Allah dalam Al-qur'an :

R BIPR U BVY S u%"jy’)&;aw«“f)ln W 9

Artinya: "... Kepunyaan Allah-lah kerajaan langiﬁ dan bu
mi dan apa yung diantara kﬁduanya o (G S 5,
Al-Ma'idah ayat 17). ‘

Manusia hanyalah wakil Allah yang ditugaskan untuk
mengatur dan memelihara bumi dan segala is1nya scsual

dongan ketentuan Alluh.

Firman Allah dalam Al-wur'an :

e rwy\ eGP »//fbv s\ P g

Artinya: "bialah yung mcnjadikﬁn kama panguasa-ponguasa
di bumi ..." (¢ 8 6, Al An'am ayat 165).]’

Semua apa yang ada-di porut bumi atau di permukaan
bumi telah dijadikan Allah untuk ummat manusia seluruh-
nya masing-masing momouuyai hak yang cukup guna memo nuhi
kobutuhannya dan nnnuojahtorakan hidupnya.

Allah tolah memberikan wewenang kepada manusia un-\
tuk menikmatinya dan monjddikan manusia sebagnl penguasa
dan pengelolanya. Harta itu bukan milik monusia yang se-
bonarnya totapl kedudukan moiwsia hanyalah sebagal Jjuru

kuasa atau wakil Tuhan.

aDopartomon Agama RI, 01.01 ~hal. 161
15Ibid hal. 217.
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Islam mongakui halk milik perorangan untuk memonuhi
kebutuhan hidupnya. Apabila sescorang telah mompunyai ke
kuasaan terhadap hok milik, maka ia menurut syara' bebas
untuk bertindak terhadapnya dan berhak mengambil manfaat
nya. | '

Bilamana manusia dalam momaﬁfaatkan dan nengoelola
hartanya menimbulkan kerugian bagiAdirinya atau jamaah,
maka pomilikan harta itu'bisa dicogah, dibatasi atau di-
cabut bila jamaah mengzhondakinya untuk kepontingan numum,

Dalam Negara Islam tanggung Jjawab dalam mengolola
administratif pemerintahan-bcrada di tangan secorung Amir
(pemimpin) yang dalam Negara'demokrasi modern prasiden
atau perdana menteri.t® | _

Dalam Hegara Islam kekuasaan di tungan rakyat, ka-
rona manusia adalah wakil Tuhan atau Kholifah Allah, un-
tuk mensatur alam semesta. degara yang dipimpin oleh Ke-
pala Negara mendapat lekuasaan dari rakyat, karena rak-
yutlah yung membentuk dan mengangkat Kepala Regara.

Olch karena itu apabila rakyat - menghendaki  akan
tanah untuk kepentingan umum maka'deala_Ncgara atas na-
ma soluruh rakyat borwoweuung mengadakan pencabutan  haok
milik atas tanah.

Dari uraian tersebut di atas~tampaklah adanya  ke-
terkaitan antara hak dan wewenang Kepala Negara dengan
hak dan wewenang perorangan terhadap hak milik tanah,ma-

ka meskipun pencabutan hak milik atas tanch itu merupa-

16 4501 A'la Maududi, Human Rights in Islam, Torj.
Achmad Nashir Budiman, Pustaka, Jakarta, Cet. I, Th 1985
hal. 12.
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kan wewenang pemerinteh, namun tidak bo1eh bertindak se-
wenang-wenzng atau merugiksn pemilik tanah .

Yong menjedi permasalehan dalem pembahasan skripsd
ini adalah :
a.» Sejauh mena Kepala Negafa berwewenang mengadakan pen-
cabutan hak milik atas tenah dan benda benda yong ado
di atasnya yang diperbolehkan . ;
b. Siapa yang bertanggung jawab mengadaken péncabutan hak
Ce Apeksh jominan yang harus diberikan kepada pemilik ta-
nazh yang terkena pencabuyad .
d. Bagamona hukunaya mengadakan pencabutdn hak menurut
hukum Islgn. o . |
6. Bagalmana tinjausn hukum Islam terhadap weweneng  ume-
ngadokan pencabutan hak, sliapa yang bertanggung jawab,
'den spa jawinan yshg harus diberiken kepade pemilik ta
nah,
Q¢ Lingkup pembahasan
Skripsi ini dibatasi pembahasannya yezitu
masalah sebagal berikut : ‘
a., Hak milik dan parnaéalahannya .

Ce Wewenang mengadakan pencabutan hak, tanggun.b Jawab me-
ngedeken pencatutan hal, ganti rugi pencebutan hak,ba-
ik menurut aturon-aturan hukum positif Indonesia mau-
pun aturan-aturan hukum Islam . ‘

3. Mgthode nengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dipergunatan methode 1ib-
rary research (penelitien y'epms:tmam’_l) Yaitu mengunpule-
kan data dengan mempelajeri buku-buku ilmiysh dan sumber
subber tertulis lalnnya yang ada hubungannya dengan mas=
alah yang dibahas . ‘ :
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Y. Methode snalign data

Untuk menganolisa data dipergunckan methode kom-

peratif . Yaitu dimoksudkan uatulc memperbendinsksn  on-

tara hukum posltif Indonesia dan hukum Islam dan antsra

pendapnt yong satu dengan pendapnt yong lain .

E. Sistimatika Pembahognon

Sistim disind dengan membaginya menjadi beberapa

bab dan tiap-tiap bab-dibagi monjadi beberapa sub bab.

Adapun susunsnnya adalah sebagei berikut

Bab I :
Bab IT :
Bab III :

Merupaken pendahuluan yang menuat :Pene- -

‘gasen Jjudul, alasan memilih judul, tujuan

pembahasan, methodologl penbrhassn  dan
slotimatika pembahason. Hal ini dimalksud
kan untuk memberikan gombaren kepada pem
baca skripsi inl tentang arah y:on;s hen-
del: diceapai dalom permasolohon serta po-

mecahannya gscesual dengan judul

Merupalcan tinjausn umum mengenei hok mi-
lik don permasalchennya yzng nemuat ten-
teng : Pengertian hak mililk y Macam- ma=-
cam hak milik , cara memperoléh hak mi-
lik , dah'pembatASan hak milik , Hal ini
dibahas kerena hak milik merupeken obyelk
pencabutan hal{ .

Merupakan tinjquéﬁ,khusus mengenai pen-
cabutan hak milik atas tensh yeng menge-
mukakan‘tentang H Pengerfian pencabutan
hak milik atas. tanah , dasar hukwm pen-
cabutan hak , alasan‘timbulnya pencabd-
ton , Macam-macem pencabutan,syarat-sya-
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rat pencabutan, wewenang pencabutan,tang
gung jawab pencabutan, dan genti rugi
poncabutan., Bab ini hanya mengemukakon -
aturan-aturan hukum positif ‘Indonesia

yang akan ditinjau>menurut hultum  Islom

poda bab selanjutnya .

Bab IV : Merupckan enalisa tentang pencabuten hak

milik menerut hukum Islem yong wmemuat
Nevenong péncobutnn halx milik atss tanah
dalam Islam, tonggung jawab .  mengadalan
poncabutdn dan gantd. rugl pencabuton,

Bab V : Merupekan kesimpulan , sarsn-saran  dan
penutup ymg memuat : Kesimpulan, gcoron
saran daon ponutup o Dalem bab ini  penu-
1lis mencoba menyimpulken dari bab - bab
sebelumnyn berdaserkan @asalah yong
diboahas .

Kenudian di ba gian akhir ditombahizon daftor ke~
pustakacn sebagal pegangnh penulin dalam menyusun skrip-
si ini . o



